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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1I CIANJUR
NOMOR } 17 TAHUN 1986

tentang

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAYW II CIANJUR
NOMOR 3/Huk/021,2/1975 TENTANG PENDIRIAN  PERUSAHAAN
'DAERAH ATR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

MEN IMBANG : a., bahwa dalsm raugka pengadsan air ber yeng memenuhi
persyaratan, Pemerintah Dsersh telab beutuk Perusa
haan Daersh Air Minum berdsssarksan FPergturan Daerah
Tingkat II Cianjur Nomor 3/Huk/021, 975, sebagal pe
ngelole pengadsen air bersih’d layah Kabupaten
Daerah Tingkat II Cianjur

b, bahwa untuk memperoleh kelel alam menyelengga

rlu adanya kejelasan

aergh termsksud ;

c. bahwa berdasarkan per
dalam butir a da i
ningkatkan peranan Rerus

gaimang dimaksud =
lam rangka me
ir Mipum dalam

ang perlu segera

MENGINGAT :

§§§§§D$974 tentang Pokok- pokok
H

1950 tentang Pembentukan
aﬁiib dalsm Lingkungen Propinsi Jg

Q§§§P4Tahun 1982 tentang Ketentuan-ke
engelolaan Lingkungan Hidup 3

td .
,stéri Dglam Negeri Nomor 1 Tehun 1984 ten
Qers Pembinean dan Pengawasan Perusshsaan
ngkungen Pemerintah Daerah ;

Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tshun -
entang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Peungs
was, Direksi dan Kepegswaian Perusahasasn Daersh Air M1

6, Peratursn Daersh Tingkat II Cisnjur Nomor 3/Huk/021,.1
/1975 tentang Pendirian Perusshssn Daersh Air  Minum
Kabupsaten Daersh Tiugkat II Cianjur,

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPA
TEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR TEN
: TANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT II CIAE
,JUR NOMOR 3/Buk/021,2/1975 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
"DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR,

PGUBII ,.aoooo-ooooo..._‘_ .
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Paéal I

Peratursn Dsersh Tingkat II Cianjur Nomor 3/Huk/021.,2/1975 teuntang
Pendirien Perussghasgn Daergh Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat Il
Cianjur yang disghkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepalsa Dse
rgh Tingkset I Jawa Barst Nomor 241/A,V/18/Perund/SK/1975 tenggal
9 Agustus 1975 den diundangken dalam Lembarsn Daerah Propinsi Dag
reh Tingkat I Jawa Barat Tghun 1975 Lempiran XVI Nomor 5,diubsh sg
bagai berikut :

A, 1. Kalimat Peraturasu Dsergh Tingkat II Cigunjur
disempurnaksn dav harus dibscsg sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupsten Deserah Tingkat II Cianjur,
2, Sebelum kalimat Kepala Daerah Tingkat II<§%§:jur
ditambah kata Bupati sehinggs harus dibaca gebagai berikut :

Bupsti Kepsls Dsersh Tingkat II Ciarjur

B, 1. Dalam Pasal 1 ayat (1) butir b buny i
ngan kata-kata Kepala Daersh,
sehingga harus dibscg sebagai berikut
Bupati Kepala Daersh,

Dengsn perubahan tersebut, etia
na tercasntum dalam : al ayet (4

s ditambah de

kata Bupatl sebagaima

) dan (4) butir a

harus dibacs
2. Dalaaébg : i ahgan, ditembah kata Daersh,
sehinggs hs dibaca. gai berikut :

rugg§§§;228erah. N2
Dengsan p ah exsebut, maka setiap kata Perusshaan sebsg

ana terc alesm ¢
pasal 1 ayat (2)
pasal 2 ayat (2)
pasal 3%
pasal 4 ayst (2)
passl §
pasal 6
passl T ayst (1) dan (2)
pesal 8 ayat (1)
pasal 9 ayat (1)
pasal 11 ayat (1) dan (2)
pasal 12 ayat (1) dan (2)
pasal 14 ayat (2) )
pasal 15 ayat (1), (2), (3), (5)dan (6)
pasal 16
passal 17 ayat (1) dan (2)
passal 18
pasal 21 ayat (1)
pasal 22 ayat (1) dan (2)
pasal 23 ayat (2) dan (4)

harus dibaca Perusshsan Daersh,

pada butir e berbunyi Air Minum islsh air ysng memenuhi sysa
rat-syarat sebagal air minum yang disediskan dan distur oleh
Perusshasan, :

diubah @0 000060000000 00000
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diubah dan harus dibaca sebagai beriku£ s

Air Minum : gir yang memenuhl persyaratan sebagai air minum yang
disedigkan dan diolah oleh Perusghsan Daersah,

Setiap kalimat Kabupaten Daerah Tingkat II Cisnjur sebagaimana te}
cantum dalam : pasel 2 ayat (1)

pasal 4 ayat (2)
pasal 6 .

dihilengksn dan diganti dengan katas Dserah.

Sesual dengan ketentuan sebagaimena tercantum daslam pasal 1 ayat -
(1) butir f.

Dalam pasal 4 ayst (1) berbunyl Perusghaan Daersh Air Minum Kabupg
ten Dgersgh Tingkat II Cignjur ini bermama " Perusshsan Dsergh  Air
Minum disingksat P.D. Air Minum ",

diubah den hsrus dibsca sebagai berikut :

Perusshaan Daersh ini diberi nama P.D., Air
Dalam pasal 6 setelah dilakukan. peru

lam huruf B dsn C di atgs, berbuny
penyedisan air ysng sehat den memenuhi

dalam Daerah, . i??
diubeh den harus dibace sebagasl \berikut :

ava dimaksud = ds
aerah mengusahsgkan
atsn bagi masyarakat

N
Perusshaan Daergh mengussah 904;§35e aan inum bagi masyarakat
dalam Wileyah Dsersgh. _

Pasa1.7 setelah dilsk
ruf B butir 2 berbunyi

(1) Neraca permulaan

iiiggéﬁ na dimaksud daleam hu

rdirli stas semus aktiva

dan pasiva dari yeng dilebur menurut passl

2 ayat (2) Pe
., atas kekayaan Daersh ysang dipi

pade ayat (1) dsn (2) dapat ditambah
nggaran Pendapatan dan Belanja Daersh

De erwgkilan Rakyst Dsersh, penyertasn mo
Q en pinjaman.

SN disimpan dalam Bauk Ksryas Pembanguuvan den

baca sebsgai berikut :

(g\\ﬁ/ acs pé?ﬁ%igan Perusahaan Daerah terdiri astas semusg sktive -

an pasiva daeri eks Dines Air Minum ysng dilebur menurut pasal
2 ayet (2) Peraturan Daersh ini,

2) Modal dasar Perusshaan Daersh sebesar Rp 1,000,000,000,00 (satu

(3)
(4)

(5)

(6)

milyar rupiash), ysng terdiri dari nilai kekayaen dsn modal yang
masih harus disetorksan.

Penyetorsn ysng masih harus disetor tersebut dipenuhi berdasar-
kan kebutuhan Perusshsan Daerah dan kemungkinsn pelsksanasnnys.

Modal dasar tersebut, merupskan keksysan Dserah yaung dipiseh -
kan.

Modal Perusshean Dsersh ini depast ditambah melslui Eenyertaan -
rmodel Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I
den Pemerintsh Dserah serta dana cadangan dari hasil laba Peru
sahaan Dserah, ~

Perusshaan Daersh mempunyai cadasngen umum yang dibentuk dan di
himpun menurut ketentuan dalam Pasasl 20 Peraturan Daerah ini.

(7) SEMUAE seoesecssccoscss




(7) Semua glat likwide disimpah‘dalam Bank Pembangunaun Dae
- rah atsu Bank Pemerinteh lainuya yang ditunjuk oleh Bu
pati Kepale Daersh, '
G, 1. BAB V berjudul Peungusshasn daun Caras mengurus,
diubsh dan harus dibaca sebagail berikut :
BAB V CARA PENGURUSAN, |

2, Pasal 8 setelgh dilakukan perubshan sebagaimana dimak
sud dalsm huruf B dan C berbunyi ¢

(1) Perussahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi terdi
ri dari seorang Direktur dan Wakiluya yang jumlah
seluruhnya paling banyak tigs orang snggota Direksi.

(2) Anggota Direksi adalah Wargas Negara oneslia yang

diangkat dan diberhegtikan oleh Bu pala Dag
rah atas usul Badan fengawas,
(3) Direksi bertanggung jswab kepa a gawas =
yYang diketual oleh Bupatil 8 D A
yat
4

(4) Pengangkatan termaksud dala 2)" dilakuken up
tuk jengks waktu selama-laman mpat) tehun, se
telsh waktu berakhir ggota ya bersangkut an ds
pat disngkat kembalil

diubgh dan hsrus dibgca se

berl :
(1) Perusghaan Daerah\gégémp leh \Di i ysng jumlsh
maksimum 3 (ti rang

(2) Dalasm melaks P ﬁ%hrus pengelolaan - Peru
sahsan Daepali, i bertu

é?usahaan Dgersh,

alikan seluruh kegiatan baik
at, Kautor Cabang maupun Kap
g ditunjuk. ‘

yampaikan laporan berkala meugenai seluruh ke
an termasuk perhitungan laba/rugi.

(3) Direksi sebagaimana dimsksud dalsm ayat (1) pasal -
ini, diasngkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepeals
Dgserah atas usul Baden Pengawas untuk mass jabatsu
4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelsh
masa jabatan tersebut berakhir,

(4) Sebelum dikeluarkan Keputusan Pengangkatsn Direksi
sebagaimana dimsksud dalam ayat (3) di ates, terle
bih dahulu harus dimintaksn persetujusn prinsip dg
ri Pejabat yeng berwenang.

(5) Dengen persetujuan Badan Pengawas, Bupati Kepala Dg
erah menetapksn besarnya penghasilan, dans represen
tasi bagi Direksi sebagaimans dimsksud di atas.

H, Dalam pasalv9 terdiri dari 3 ayat, ditembah dengan 2 (dua)

ayat baru sehinggs pasal 9 terdiri dari 5 (lima) ayat, ya
itu ¢

ayat ....0.‘..".0.‘00.....
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alvas pessangon gecugll apabllg dlibernentikKan aengan viasgk
hormat.

(6) Berdasarkan peraturan perundang-undengan yang berlaku,Bu

' pati Kepala Dsersh menetapksn besarnys pesangon bagi An
gota Direksi yang berhenti/diberhentikan sebagaimana di
meksud dalam ayat (5) di atas.

I, Pasal 12 ayat (2) setelah dilskukan perubshan sebagaimsna di-
mgksud dalam huruf C berbunyi :

(2) Tata tertib dan carae menjslankan Perussghaan diatur dalam
Peraturan yasng ditetapkan oleh Direksi dengsan persetuju-
an Baden Pengawas,

diubah dan hsrus dibsca sebagal berikut :

(2) Susunan Organisasi dan Tata Kerjas Perusshasn Daersh dite
tapkan berdasarkan Keputusan Bupsati Ke - -sete

Je Pasal 14 berbunyi : ©

(1) Badan Pengawas dibentuk dan d
.Daerah den Anggota-anggotany
Pemerintah Umum Kabupaten, W

el upati Kepalsa
i unsur - unsur
: ehatan Kabupaten ,
{Bank Karyas Pembanguusan

(2) Badsn Pengawas menetap kebijaksanaan Perusahaan secg
ra terarah sesusi denga tjeksanaan umum Pemerintsh =
Daerah,

(3) Direksi wajib memberikean se a ke ngan yang diperlu-
kan oleh Badan Pe

(4) Kepada Ketua d ééota ad engawas diberiken -
jssa yang dis 1 pati :
S
diubgh dan bargs<Z§g§bg ebagﬁizi;Sikut :
: Kéggigh u adan yang terdiri dari Peia
rint erah dan bertanggung jawab kepa

tues Badsn Pengawas.,

D
Q;ig% erdiri dari sebanysk-banysknya 5
a sunan disesusiksn dengsan persaturan
ang ang berlaku,

leh mendapat persetujuan prinsip dari Peja
erwenang maksimum 3 (tiga) tsehun, dan apsabila
s masa jabatannya dapat dilangkat kembali,

) Tugas Pokok Baden Pengawas, berpedoman kepada Undang -up
dang Nomor 5 Tahun 1962 dan Peraturan Perundsng-undangan
yang berlaku, '

(5) Kepada Ketus dan Anggota Badan Pengawas diberikan uang

Jjase, yang besarmya diatur den ditetapkan berdesarksn Su

rat Keputusan Bupsti Kepala Daerah/Ketus Baden Pengawas,
K. Pasal 25 berbunyi :

(1) Perstursn Deersh ini disebut PERATURAN DAERAH TENTANG = ..

PENDIRTAN PERUSAHAAN AIR MINUM KABUPATAN DAERAH TINGKAT
II CIANJUR,

(2) Persturan Daersh ini mulai berlaku sejsk diundangkannya.

diubah ® © 60606066606 00006000000




- diubeh dep harus dibaca sebagai berikut :
" Pasal 25 ayat (1) lama menjadi pasal 25,

Peraturan Daersh ini disebut " PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ",

Pasal 25 gyat (2) lama menjadi pasal 26.
Peraturan Daersh ini mulai berlsku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peungundaungan Per
aturan ini ke dalsm Lembaran Daerah,

Pasal II
Peratursn Dasersh ini mulai berlaku sejak taggga iuwndengkany”

. Agsar setiap orang mengetshuinya, memerintahk e gan Per
aturan Daersh ini ke dalam Lembarsn Daerdh.

Desember 1986

PERWAKILAN RAKYAT DAE

baran Bagrah Kabupaten Dae;ah Tingkat II Ci
MAAALA~ (4] ¢ ) - 22 s
ur ggal .CC/-coooooooooooiooaooNomor oqooo:oo{o'foooserio?fha

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

H, BUNYAMIN DUDIH,SH,

NIF, 480 057 693



